
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR KM 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN KEPADA BADAN USAHA PELABUHAN 

PT PELABUHAN INDONESIA MASPION UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN 
PENGUSAHAAN DI TERMINAL PETI KEMAS PELABUHAN INDONESIA 

MASPION DI PELABUHAN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (8) Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 202 1 tentang Konsesi 
dan Kerjasama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara 
Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang 
Kepelabuhanan mengatur bahwa Menteri Perhubungan 
memberikan persetujuan penugasan/penunjukan
Konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan yang akan 
melakukan kegiatan jasa Kepelabuhanan;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, evaluasi, dan
verifikasi terhadap permohonan penunjukan kepada 
Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia 
Maspion Untuk Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan di 
Terminal Peti Kemas Pelabuhan Indonesia Maspion di 
Pelabuhan Gresik, telah memenuhi persyaratan
administratif dan teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan 
kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia 
Maspion Untuk Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan di 
Terminal Peti Kemas Pelabuhan Indonesia Maspion di 
Pelabuhan Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849);
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Menetapkan

PERTAMA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2021 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 942);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun
2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya 
Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di 
Bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 690);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815).

MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENUNJUKAN KEPADA BADAN USAHA PELABUHAN 
PT PELABUHAN INDONESIA MASPION UNTUK 
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGUSAHAAN DI TERMINAL 
PETI KEMAS PELABUHAN INDONESIA MASPION DI 
PELABUHAN GRESIK.

: Memberikan penunjukan untuk melaksanakan kegiatan 
pengusahaan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Indonesia 
Maspion kepada Badan Usaha Pelabuhan:
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

a. Nama perusahaan
b. Akta Pendirian

c. Alamat Perusahaan

d. NPWP

PT Pelabuhan Indonesia Maspion 
Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas Pelabuhan Indonesia 
Maspion Nomor 13 tanggal 14 
April 2014 yang dibuat oleh 
Sugiharto S.H., M.H. Notaris & 
PPAT di Surabaya serta telah 
mendapat pengesahan pendirian 
badan hukum berdasarkan 
Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor: AHU- 
04332.40.10.2014 tanggal 16 
April 2014
Kawasan Industri Maspion Unit 
5, Jl. Raya Manyar KM 25 
Gresik, Kelurahan Sukomulyo, 
Kecamatan Manyar, Kabupaten 
Gresik, Provinsi Jawa Timur 
84.019.322.1-612.000.

Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
DIKTUM PERTAMA termasuk kegiatan:
a. pembangunan dan pengembangan Terminal Peti Kemas 

Pelabuhan Indonesia Maspion termasuk pekerjaan 
reklamasi;

b. penyediaan fasilitas pelabuhan; dan
c. pengoperasian Terminal Peti Kemas Pelabuhan Indonesia 

Maspion.

Dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KEDUA, Badan Usaha Pelabuhan 
PT Pelabuhan Indonesia Maspion tidak menggunakan 
pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah.

Dalam melakukan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA, Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan 
Indonesia Maspion melaksanakan hasil reviu Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai berikut:
a. nilai aset yang akan dikonsesikan senilai 

Rpl09.512.179.516.510,00 (seratus sembilan triliun lima 
ratus dua belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta 
lima ratus enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah);

b. fee konsesi sebesar 3,00% (tiga perseratus); dan
c. jangka waktu konsesi selama 71 (tujuh puluh satu) tahun.

Dalam melaksanakan penunjukan sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA, Badan Usaha Pelabuhan 
PT Pelabuhan Indonesia Maspion berkewajiban:
a. menyerahkan lahan termasuk fasilitas pelabuhan hasil 

konsesi berupa hak pengelolaan atas lahan yang 
digunakan dan fasilitas pelabuhan hasil konsesi kepada 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II 
Gresik;
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

b. mematuhi segala ketentuan yang diatur di dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan 
peraturan perundang-undangan di bidang lainnya;

c. bertanggung jawab atas terpenuhinya aspek keselamatan 
dan keamanan pelayaran; dan

d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan 
pengusahaan bidang kepelabuhanan kepada Menteri 
Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan 
Laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut menindaklanjuti 
Keputusan Menteri ini dan menuangkan kegiatan 
pengusahaan PT Pelabuhan Indonesia Maspion dengan 
perjanjian konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik dengan PT Pelabuhan 
Indonesia Maspion sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik agar 
melakukan evaluasi atas realisasi rencana pengembangan 
Terminal Peti Kemas Pelabuhan Indonesia Maspion sesuai 
hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
khususnya yang terkait besaran nilai investasi dan 
pendapatan PT Pelabuhan Indonesia Maspion untuk jangka 
waktu tertentu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
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KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini 
ditetapkan.

mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Januari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri Perhubungan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik;
8. Direksi PT Pelabuhan Indonesia Maspion.

Salinan sesuai dengan aslinya

F. BUDI PRAYITNO


